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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan pilar utama pendanaan untuk 

Pembangunan Indonesia.1 Negara melalui Pemerintah 

mendapatkan suatu hak untuk menerima penyetoran penerimaan 

dalam sektor perpajakan, bukan pajak hingga hibah sebagai 

upaya penambahan kekayaan bersih bagi negara.2  

Gambar 1.1 

 
(Grafik Pendapatan Negara Triwulan I tahun 2019-2023) 

Gambar 1.2 

 
(Grafik Pendapatan Negara Triwulan I dari Penerimaan Pajak  

tahun 2019-2023) 

 
1 Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, Dio Alfarago. 2021. “Pengaruh   

Kepatuhan   Wajib   Pajak, Pemeriksaan   Pajak, dan Pemungutan   Pajak terhadap   

Penerimaan   Pajak   Penghasilan Badan”, JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), 

Vol. 8 (No. 2), https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16, hlm 206. 
2 Jonathan Santoso, Sintong Arion Hutapea, Lezi Fitri, Suwanto Kahir. 2023. 

“Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Daerah”, PAGARUYUANG Law Journal, Vol. 7 (No. 1), 

https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562, hlm 159-160. 
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Pada kedua grafik diatas, dapat dilihat bahwa realisasi atas 

pendapatan negara pada triwulan I tahun 2023 bahwa pajak 

menjadi pemberi dana utama dalam pendapatan negara dan 

terhadapnya mengalami pelonjakan dibandingkan tahun 2022 

hingga menyentuh 57,2% dari target yang ditetapkan dengan 

nominal 1.407,91 triliun rupiah, penerimaan pajak menjadi sektor 

utama dalam memberikan pendapatan negara senilai 1.105,6 

triliun rupiah yang angka tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 5,4% dari pada tahun 2022.3  

Penerapan akan pemungutan pajak dilakukan dengan sifat 

memaksa sebagai pondasi utama pembiayaan Pembangunan 

negara sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 23A 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 jo Pasal 1 

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.4 Sebagaimana hal 

ini juga diungkapkan oleh Rochmat Soemitro sebagai ahli hukum 

bahwa, pajak ialah bentuk iuran yang diberikan negara pada 

rakyat dilandasi oleh undang-undang dan tidak bersifat timbal-

 
3 Kementerian Keuangan : Direktorat Jenderal Anggaran. 2023. Laporan 

Pemerintah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama. 

Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm 2-12. 
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terhadap perubahan 

terakhirnya melaui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. 
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balik secara langsung namun melalui pengeluaran bersifat 

umum.5 

Proses pengelolaan dan pemungutan terbagi menjadi dua, 

yaitu pajak pusat oleh pemerintah pusat dan pajak daerah oleh 

pemerintah daerah.6 Pemerintah daerah menerima pelimpahan 

kewenangan untuk memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) sesuai dengan otonomi Kota atau Kabupaten 

masing masing demi mengoptimalkan potensi perpajakan.7 

BPHTB merupakan pajak yang melekat pada perolehan hak atas 

tanah ataupun bangunan pembebanannya pada pribadi atau 

badan hukum selaku wajib pajak.8  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (selanjutnya disebut UUHKPD) memberikan pengertian 

akan BPHTB pada Pasal 1 angka (37) bahwa Bea Perolehan 

tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas adanya perolehan 

 
5 Soturga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, 2020, Perpajakan (Teori 

dan Aplikasi), Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 1. 
6 Dharma Cahyadi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya 

Darmawany. 2023. “Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) & 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19”. JIMAT (Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, Vol.14 (No. 3), 

https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61632, hlm 526. 
7 Marihot Pahalamana Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan: Teori dan Praktek, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 6. 
8 Sesilia Tiwow, Juliana Ohy, Bambang Hermanto. 2020. “Analisis Pelaksanaan 

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Tomohon”. JAIM: 

Jurnal Akuntansi Manado, Vol.1 (No. 2), https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.360, hlm 2. 
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terhadap suatu hak atas tanah dan/atau bangunan. Pada UUHKPD 

dicantumkan pula pernyataan bahwa BPHTB termasuk dalam jenis 

pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota, hal ini terdapat pada Pasal 4 undang-undang ini. 

BPHTB secara tersendiri telah diatur melalui Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Selanjutnya disebut UU BPHTB), dalam 

peraturan itu sendiri pada Pasal 1 angka (1) yang mendefinisikan 

bahwa BPHTB merupakan suatu pajak yang melekat pada tanah 

dan atau bangunan saat perolehan haknya terjadi.9 BPHTB timbul 

akibat adanya peristiwa hukum berbentuk jual-beli, hibah, waris, 

hibah wasiat, tukar-menukar, peleburan usaha ataupun 

pemekaran usaha, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. 

Terhadap pengalihan hak atas tanah diperlukan peran 

Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta, berupa akta pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Undang-Undang Nomor 02 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) 

 
9 Arwinda Dwi Prihandini, Luluk Lusiati Cahyarin. 2023. “Peran Tanggung 

Jawab PPAT dalam Perhitungan Pajak BPHTB Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”. 

Notarius, Vol.16 (No. 3), https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41297, hlm 1295. 
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memberikan definisi notaris pada Pasal 1 angka (1) yang 

bunyinya:10 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.” 

Notaris terhadap jabatannya diangkat oleh Menteri melalui 

suatu keputusan,11 namun perlu diketahui bahwa notaris sebagai 

pejabat umum bukanlah bagian dari pegawai negeri tetapi notaris 

atas jabatannya terikat dan dibatasi oleh peraturan jabatan 

pemerintah dimana ia memperoleh penghasilan dari klien 

sebagai honorarium atau fee atas pelayanan yang diberikannya 

bukan menerima gaji atau pensiunan dari pemerintahan.12 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merumuskan Akta 

Otentik dalam Pasal 1868 yang berbunyi:13 

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh 

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.” 

Notaris membuat akta otentik sebagaimana diatur oleh 

Pasal 15 UUJN yang berbunyi: 

 
10 Rahma Putri Prana. 2019. “Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar 

Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari 

Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal”. Repertorium, Vol.8 (No.1), 

http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.267¸ hlm 44. 
11 Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm 75. 
12 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif 

Hukum dan Etika, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 16. 
13 Husni Thamrin, 2010, Pembuatan Akta Oleh Notaris, Yogyakarta: Laksbang 

Pressindo, hlm 74. 
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“Notaris berwenang membuat Akta autentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

Akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” 

PPAT merupakan rangkapan jabatan yang dimiliki seorang 

Notaris, terhadapnya pengaturan jabatan PPAT terdapat pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya 

disebut PP 24/2016). Rangkap jabatan itu diuraikan dalam Pasal 7 

angka (1) PP ini sebagaimana dimungkinkan dengan sebab 

kedudukan kedua jabatan tersebut sama yaitu pejabat umum , 

meskipun lingkup kewenangan yang dimiliki Notaris jauh lebih 

umum dan luas daripada PPAT itu sendiri.14 Pengertian PPAT 

dalam PP 24/2016 berbunyi: 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut 

PPAT, adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak 

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

 
14 Samsaimun, 2018, Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia, Bandung: 

Pustaka Reka Cipta, hlm. 4. 
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Hal ini sangat diperlukan dalam hal peralihan hak atas tanah 

dan bangunan demi menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum serta memastikan tiap hak dan kewajiban 

yang ada pada pihak-pihak yang menghendaki terpenuhi,15 salah 

satunya kewajiban pada pemenuhan pajak yang ditimbulkan atas 

peralihan hak tanah dan/atau bangunan.16  

Pemungutan BPHTB dilakukan dengan Self Assessment 

System, berupa kepercayaan yang diberikan pemerintah pada 

Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran hingga 

pelaporan pajak terhutang. Disimpulkan bahwa peran Wajib 

Pajak untuk berinisiatif membayarkan pajak berdampak besar 

didalamnya, serta segala perbuatan itu dibatasi dengan 

pengawasan fiskus.17 Pada praktiknya pihak dinas pendapatan 

atas hasil perhitungan yang diserahkan oleh wajib pajak tidak 

diterima begitu saja, namun diperlukan peninjauan ulang 

kembali. Hal tersebut termasuk pada sistem Official Assesment. 

Official Assesment System adalah pemungutan pajak yang 

besarannya ditentukan oleh fiskus dan kemudian besaran 

tersebut harus dibayarkan oleh wajib pajak.18 

 
15 Op.Cit., Abdul Ghofur Anshori, hlm 48. 
16 Maghribi, Muhamad Fadli, Budi Ispriyarso. 2022. “Peran PPAT Terhadap 

Aspek Perpajakan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan”. Notarius, Vol. 15 

(No. 1), 10.14710/nts.v15i1.46027, hlm 107. 
17 Darwin, 2010, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana 

Media, hlm. 141. 
18 Dinar Ayu Adelina, Arif Nugrahanto. 2021. “Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Self Assessment System Di Indonesia”, 
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Keterlibatan Notaris/PPAT terdapat dalam pembentukan 

Akta Peralihan hak yang dilakukan dihadapan dan ditandatangani 

olehnya sebagai Notaris//PPAT setelah bukti bayar pajak 

terhutang telah diserahkan oleh Wajib Pajak.19  

Sistem Self Assessment ini pada Wajib Pajak terkait 

pembayaran pajak BPHTB nyatanya cukup membebankan, 

dikarenakan wajib pajak diposisikan telah mengerti akan 

prosedural yang ada, Fakta lapangan yang ada memperlihatkan 

bahwa, tidak jarang notaris yang menerima uang titipan untuk 

pajak BPHTB dari kliennya sebagai wajib pajak yang melakukan 

perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan alasan 

mempermudah proses transaksi. 20 

Seperti contoh Notaris Yuli A (Selanjutnya disebut Notaris 

Y) sebagai terdakwa pada kasus dalam Putusan Pengadilan 

Negeri dengan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Sby merupakan salah 

satu Notaris yang menerima titipan Pajak BPHTB sehubungan 

dengan proses Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang 

 
Jurnal Infromasi, Perpajakan, Akutansi dan Keuangan Publik, Vol. 16 (No. 1), 

https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8374, hlm 135. 
19 Muhammad Arif Prasetyo. 2023. “Urgensi Ppat Dalam Proses Jual Beli Tanah 

Dan Bangunan Dalam Tinjauan Yuridis”. Maliyah:Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 13 

(No.2), hlm 269. Diakses dari 

https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2175 
20 Eveline Wijaya, Pieter Latumenten. 2022. “Pertanggungjawaban Notaris/Ppat 

Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah (Bphtb) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/Pn 

Sby)”. Jurnal Rectum, Vol. 5 (No.3), http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3486¸ 

hlm 216.  
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kemudian tidak dibayarkan olehnya. Duduk perkaranya ialah 

Notaris Y menerima kuasa dari PT.Bank Muamalat,Tbk Cabang 

Sungkono (Selanjutnya disebut Bank M) untuk mengurus transaksi 

jual beli dan hal lain yang ada dalam proses tersebut terhadap 

tanah dengan luas 3.678.100 M2 (tiga juta enam ratus tujuh puluh 

delapan ribu seratus meter persegi meter persegi) di Desa 

Wonorejo Kabupaten Situbondo (Selanjutnya disebut Objek 

Tanah) antara PT. Perkebunan Nusantara XI (Selanjutnya disebut 

PT. P) selaku pembeli dengan PT. Baluran Indah (Selanjutnya 

disebut PT. B). PT.P selaku penjual berdasarkan Sertifikat Hak 

Guna Usaha (SHGU) Nomor 4/Desa Wonorejo. Objek tanah 

tersebut direncanakan akan dibuat menjadi lahan tebu. Kemudian 

PT.P menerima pinjaman dari Bank M dalam bentuk pinjaman 

penanaman modal sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima 

puluh milyar rupiah).  

Tanggal 20 September 2017, PT.P selaku pemberi objek 

tanah dan PT. B selaku penjual objek tanah melaksanakan 

penandatanganan beberapa akta yang dibuat dan dilakukan 

dihadapan Notaris Y melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) Nomor 16, Akta Kuasa Nomor 17 untuk menjual, Akta 

Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Nomor 18. PT.P 

melakukan pelunasan sebesar Rp.116.595.770.000,- (seratus 

enam belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus 
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tujuh puluh ribu rupiah) terhadap perolehan objek tanah, 

selanjutnya PT.P memberikan Notaris Y Rp. 517.124.746,- (lima 

ratus tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus 

empat puluh enam rupiah) untuk biaya balik dana dan 

pemasangan Hak Tanggungan pada SHGU.  

Terhadap proses perolehan hak atas tanah tersebut, PT.B 

telah menitipkan uang sebesar Rp. 2.914.894.250,- (dua milyar 

sembilan ratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh 

rupiah) pada Notaris Y untuk pembayaran pajak penjual (PPH), 

yang kemudian disanggupi oleh Notaris Y akan disetorkan 

selambat-lambatnya tanggal 9 April 2018. Atas Pajak Pembeli atau 

(BPHTB) yang dimiliki PT. P telah dititipkan pada Notaris Y sebesar 

Rp. 5.826.788.500,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta 

tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang selambat-

lambatnya akan disetorkan selambat-lambatnya tanggal 11 April 

2018. Pada Tanggal 20 April 2018, Notaris Y menyetorkan PPH final 

dengan nominal Rp. 2.914.894.250,- (dua milyar Sembilanratus 

empatbelas juta delapanratus sembilanpuluh rupiah), namun 

untuk penyetoran BPHTB  belum dilakukan Notaris Y. Notaris Y 

mengaku uang pajak BPHTB yang dititpkan padanya digunakan 

olehnya untuk membayar hutang. 

Perbuatan yang dilakukan Notaris Y masuk dalam kategori 

perbuatan melawan hukum yaitu Penggelapan, yang 
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pengertiannya terdapat pada Pasal 372 KUHP bahwa sengaja 

melawan hukum memiliki sesuatu yang dalam kekuasaannya 

adalah milik orang lain baik Sebagian atau menyeluruh. Pada 

kasus ini Notaris Y menggunakan dana yang dititipkan padanya, 

yang seharusnya disetorkan untuk pembayaran pajak BPHTB 

terhutang telah memenuhi unsur Penggelapan. Terhadap 

tindakannya Notaris Y menerima pidana selama 2 (dua) tahun 

penjara.  

Berpedoman pada UUJN serta Kode Etik Notaris yang 

mewajibkan Notaris dalam jabatannya harus menjunjung tinggi 

kerjujuran, berperilaku dan kepribadiannya dalam menjalani 

jabatannya serta perlindungan akan keperluan pihak-pihak dalam 

pembuatan akta, tentu harus dipahami dan diterapkan Notaris 

dalam masa jabatannya.21 Terhadap kewenangan dan kekuasaan 

yang dimiliknya, faktanya masih terdapat beberapa oknum 

notaris seperti Notaris Y yang melakukan penyalahgunaan 

kekuasaan. 

Drs. P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa penggelapan 

dapat dipersamakan dengan korupsi, dengan alasan bahwa 

perbuatan itu dilakukan demi menguntungkan dirinya sendiri 

yang caranya diperoleh melalui penyalahgunaan wewenang pada 

 
21 Ibid.  
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jabatannya yang menimbulkan kerugian. Menurut ketentuan Pasal 

374 KUHP, terhadap pelaku yang melakukan penggelapan dalam 

jabatan dapat diancam pidana maksimal 5 (lima) tahun.22 

Sesuai dengan uraian latar belakang yang ada diatas, 

menarik untuk dibahas mengenai persoalan pajak titipan yang 

diterima oleh pihak Notaris/PPAT, pertanggungjawabannya atas 

hal pajak titipan yang telah diberikan padanya oleh wajib pajak. 

Sebagaimana normatifnya penyetoran pajak dalam hal peralihan 

hak atas tanah dan bangunan dibebankan pada wajib pajak yang 

melakukan perolehan terhadap suatu hak atas tanah dan 

bangunan bukan pada jabatan Notaris/PPAT. Maka, penulis 

merasa penting dan tertarik untuk membahasnya melalui 

penelitian berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN 

NOTARIS/PPAT ATAS PENYETORAN BPHTB YANG 

DITITIPKAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH”.  

B. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dijabarkan pada latar belakang, berikut 

rumusan masalah yang dapat diajukan: 

1. Bagaimana Peran Notaris/PPAT terhadap BPHTB pada 

Pengalihan Hak Atas Tanah? 

 
22 Hari Ulta Nusantara. 2021. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak 

Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. 

MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 1 (No.2), 

https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629¸ hlm 141-142. 
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2. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Atas 

Penyetoran BPHTB Yang Dititipkan Dari Pengalihan Hak Atas 

Tanah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Seperti yang telah dideskripsikan dalam rumusan masalah, 

berikut tujuan dari penelitian yang dikehendaki oleh penulis: 

a. Agar dapat memberikan penjelasan akan peran 

Notaris/PPAT terhadap BPHTB pada pengalihan hak atas 

tanah. 

b. Agar dapat memberikan penjelasan terkait tanggungjawab 

Notaris/PPAT atas penyetoran BPHTB yang dititipkan dari 

pengalihan hak atas tanah. 

2. Manfaat Penelitian 

Seperti yang telah dideskripsikan pada uraian diatas, 

berikut manfaat yang dikehendaki oleh penulis untuk dicapai: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian tesis ini diperkenankan untuk mengembangkan 

ilmu dibidang hukum terkhusus Kenotariatan dalam 

cakupan yang lebih spesifik mengenai Notaris pada pajak 

BPHTB serta dapat menjadi rujukan yang relevan terhadap 

penelitian lain dikemudian hari yang berkaitan dengan 

judul ataupun pembahasan pada tesis. 
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b. Manfaat Praktis 

Pihak-pihak yang dikehendaki memperoleh manfaat 

dari tesis ini, ialah: 

1) Notaris 

Terhadap Notaris atas kewenangan, peran dan 

kekuasaan yang diembannya melalui Undang-

Undang dapat memperoleh pemikiran dan informasi 

baru serta masukan terhadap pajak PHTB yang 

dititipkan padanya. 

2) Masyarakat 

Terhadap Masyarakat yang menjadi subjek wajib 

pajak dihendaki untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan baru akan perannya dalam perpajakan 

terkhusus BPTHB. 

3) Fiskus 

Terhadap fiskus sebagai petugas pajak dihendaki 

untuk mengetahui pentingnya pengawasan dan 

pelayanan perpajakan.  

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori diartikan sebagai bentuk suatu sistematis 

berbentuk kerangka berfikir baik butir-butir pendapat, teori-

teori, tesis terhadap suatu permasalahan kasus yang menjadi 
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fondasi teoritis dalam penelitian yang ditulis penulis.23 Berikut 

teori yang digunakan penulis dalam tesis ini: 

1. Grand Theory 

Teori yang digunakan penulis dalam Grand Theory adalah 

Teori Peralihan Hak dan Teori Etika Porofesi Hukum 

Teori Peralihan Hak 

Peralihan atau pengalihan hak ialah proses terjadinya 

peralihan hak milik yang awalnya milik orang lain kepada 

seseorang melalui perolehan yang dihalalkan oleh hukum. 

Sonny Lubis merumuskan pembagian terhadap 

peralihan/pengalihan/pemindahan hak ini menjadi dua 

bagian yang berbeda, berupa: 

a. Terbentuknya perjanjian yang tujuannya untuk 

memindahkan suatu hak, sebagai contoh perjanjian jual 

beli. 

b. Pengalihan terhadap hak itu sendiri, maksudnya 

pengalihan atau pemindahan terhadap benda tidak 

bergerak melalui jual beli seperti tanah, rumah, dan 

lainnya.24 

 
23 M. Solly Lubis, 2007, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, hlm 

27. 
24 Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hlm 72. 



16 
 

 

 

Hak milik dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu hak 

milik benda bukan tanah dan hak milik tanah.25 Terhadap 

pengalihan hak atas tanah, sebagaimana yang akan dibahas 

dalam tesis ini dibagi menjadi dua bentuk dalam rumusan 

yang dibuat oleh Urip Santoso dibukunya yang didasarkan 

oleh ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 

Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yaitu:26 

a. Beralih 

Terjadinya peralihan akibat peristiwa hukum, arti 

peristiwa hukum ini ialah hak yang semula milik 

seseorang berpindah secara yuridis ke ahli warisnya 

(pewarisan). 

b. Dialihkan 

Terjadinya peralihan akibat perbuatan hukum, artinya 

perbuatan hukum ini menimbulkan akibat hukum yang 

menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang semula 

terdapat pada pemilik kepada pihak lain. Perbuatan 

hukum ini dapat berupa jual-beli, hibah, tukar-menukar, 

inbreng, lelang. 

 
25 Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 

Jakarta: Kencana, hlm 72. 
26 Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenamedia Group, 

hlm 38-39. 
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Teori Etika Profesi  

Berasal dari Bahasa Yunani yang bermakna kebiasaan (Ethos), 

Etika dikaitkan dengan “Moral” yang merupakan asal kata 

“mos” atau “mores” dalam Bahasa latin dan memiliki makna 

yang sama dengan ethos.27 Profesi merupakan pekerjaan yang 

mengharuskan pengembannya untuk menerima pelatihan dan 

penguasaan akan pengetahuan khusus. Umumnya profesi 

mempunyai asosiasi profesi, kode etik hingga tahapan untuk 

memperoleh sertifikasi dan lisensi khusus bagi profesi 

tersebut. Profesi ini terdapat dalam lingkup bidang hukum, 

keuangan, militer, dsb.28 

Notaris/PPAT ialah salah satu contoh profesi di bidang 

hukum, sebagaimana kita ketahui baik Notaris/PPAT baru 

dapat dimiliki seseorang ketika dirinya telah memenuhi syarat 

yang tercantum dalam UUJN  Pasal 3 bagi Notaris termasuk 

lulus dalam mengikuti ujian porfesi Notaris yang 

diselenggarakan Menteri Hukum dan HAM dan sama halnya 

bagi PPAT yang mengharuskan pengembannya memenuhi 

syarat yang tercantum PP Pasal 6 PP 24/2016 termasuk 

didalamnya disebutkan lulus ujian yang diselenggarakan 

Kementerian dibidang agrarian/pertanahan. 

 
27 Serlika Aprita, 2020, Etika Profesi Hukum. Bandung: Refika Aditama, hlm 1. 
28 Mulia Sosiady. Ermansyah. Suhertina, 2015, Etika Profesi Manajer. Dumai: 

Mifan Karya Sekawan, hlm 6. 
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Atas penegakkan Etika Pofesi Notaris berdasarkan 

ketentuan Pasal 83 UUJN, Asosiasi atau Organisasi Notaris itu 

sendirilah yang mengesahkan dan mengatur akan penegakan 

Kode Etik Notaris dalam hal ini ialah Ikatan Notaris Indonesia 

(INI). Sedangkan terhadap PPAT yang merupakan jabatan 

langsung dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, 

Kode Etik PPAT diawasi dan ditegakkan oleh BPN berdasarkan 

ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

Terhadap pembuatan Kode Etik PPAT Sendiri dibuat dan 

ditentukan atas hasil rundingan bersama perkumpulan PPAT 

atau dikenal dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(IPPAT) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 mengenai Kode Etik 

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Kedua teori ini digunakan oleh penulis guna menjadi dasar 

menjawab permasalahan terkait peralihan hak atas tanah dan 

Etika Profesi pada jabatan Notaris/PPAT yang berkaitan 

dengan rumusan masalah pada tesis.  



19 
 

 

 

2. Middle Range Theory 

Teori yang digunakan penulis dalam Middle Range Theory 

adalah Teori Pajak dan Teori Peran. 

Teori Pajak 

Pajak dalam pengaturannya diartikan sebagai kontribusi 

yang diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun 

badan pada Negara yang sifatnya memaksa sebagaimana 

pemungutannya telah diatur oleh Undang-Undang, atas 

pemungutan tersebut tidak dirasakan secara langsung berupa 

imbalan namun dipergunakan oleh Negara demi kepentingan 

untuk memakmurkan rakyat.29 Pajak memiliki beberapa 

fungsi, sebagaimana dirumuskan oleh Neneng dalam bukunya 

yaitu:30 

a. Fungsi Anggaran (budgetair). 

b. Fungsi Mengatur (regulered). 

Adam Smith selaku ahli hukum melalui bukunya 

mengemukakan bahwa terdapat asas yang harus ada dalam 

pemungutan pajak sebagai syarat yang dikenal dengan “The 

Four Maxims” berupa:31 

 
29 Mardiasmo, 2010, Perpajakan, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm 22-23. 
30 Neneng Hartati, 2015, Pengantar Perpajakan, Bandung: Pustaka Setia, hlm 35-

37. 
31 Adam Smith, 1962, Wealth of Nations, London: J. M. Dent & Sons Ltd, hlm. 307-

309; dikutip oleh F.C. Susila Adiyanta, 2008, Penyanderaan Wajib Pajak: Kewenangan 

Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak, Bandung: Adiswara 

Penerbit dan Percetakan, hlm. 31. 
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a. equality (setara/sama) dan equity (adil) 

b. certainty (kepastian hukum) 

c. convenience of payment (pemungutan diwaktu yang 

tepat) 

d. efficiency (efesien) 

Jenis Pajak terpecah menjadi beberapa yaitu berdasarkan 

golongannya (langsung dan tidak langsung) dan berdasarkan 

sifatnya (subjektif dan objektif).32 

Teori Pajak yang digunakan adalah Pajak objektif berupa 

pajak yang melekat dengan suatu objek berupa 

keadaan/peristiwa/perbuatan yang mengakibatkan timbul 

utang pajak, maksud keadaan disini berkaitan dengan 

kepemilikan terhadap suatu benda seperti kendaraan, tanah 

dan bangunan (BPHTB) serta hal lain yang diatur dalam 

perundang-undangan sebagaimana dibahas dalam penelitian 

ini guna memberikan pondasi landasan dalam pengkajian 

aspek-aspek hukum perpajakan yang berkaitan dengan pajak 

BPHTB akibat dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 

Teori Peran 

Beberapa istilah Teori peran yaitu “Role of Theory” dalam 

Bahasa Inggris, “Theorie van de rol” dalam Bahasa Belanda dan 

 
32 Nurdin Hidayat, Dedi Purwana ES, 2018, Perpajakan : Teori & Praktik, Cetakan 

2, Depok: Rajawali Pers, hlm 23-24. 
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“Theorie von de rolle” dalam Bahasa Jerman ialah suatu teori 

yang digunakan untuk menganalisis tugas pada suatu 

kedudukan yang diemban seseorang ataupun Lembaga 

dikehidupan bermasyarakat baik secara formal ataupun 

informal.33 “role” dimaknai sebagai “person’s task or duty in 

undertaking” yang secara terminologis artinya sebagai satu 

kesatuan tingkah yang diharapkan dimiliki seseorang dalam 

kedudukannya dikehidupan bermasyarakat. Terhadap 

peranan ialah suatu perbuatan dalam suatu kejadian yang 

dilakukan oleh seseorang.34  

Pengembangan teori peran dilakukan oleh Robert Linton 

yang merupakan seorang antropolog pada tahun 1936, yang 

kemudian dikembangkan lagi oleh Glen Elder dan B.J Biddle. 

Inti dari Teori Peran oleh R. Linton ialah bahwa seseorang yang 

mengemban suatu peran tertentu dalam Masyarakat 

diharapkan berperilaku sesuai dengan perannya tersebut. 

Seperti halnya peran dari seorang Notaris yang berkaitan 

dengan proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang 

secara spesifiknya peran notaris dalam perpajakan.  

 
33 Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Disertasi dan Tesis, Cetakan 2, Jakarta:Rajawali Press, hlm 141. 
34 Syamsir Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, hlm 86. 
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Peran merupakan tingkatan yang harus dimiliki seseorang 

dalam mengisi suatu kedudukan dikehidupan 

bermasayarakat. Maksud kedudukan diasumsikan pada 

tingkatan tertentu (tinggi, sedang, rendah) yang merupakan 

media akan terciptanya hak dan kewajiban didalamnya. Maka, 

seseorang dapat dikatakan sebagai pihak pemegang peran 

(role accupant) sesaat ia memiliki kedudukan tertentu. Hak 

tersebut berisi kewenangan untuk bertindak sesuatu ataupun 

tidak bertindak sesuatu, dan kewajiban ialah tugas atau beban 

yang dimiliki olehnya.35  

Teori Peran digunakan dalam penelitian ini guna membantu 

penulis untuk memberikan penjelasan atau gambaran 

terhadap peran Notaris atas penyetoran BPHTB yang dititipkan 

dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada 

Notaris sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. 

3. Applied Theory 

Teori Tanggungjawab Hukum 

Tanggungjawab hukum ialah ialah konsekuensi yang harus 

diterima seseorang sebagai bentuk akibat atas tindakan dan 

perbuatannya yang berkaitan dengan etika maupun moral.36 

 
35 R. Suyoto Bakir, 2009, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang:Karisma 

Publising, hlm 348. 
36 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta:Rineka Cipta, 

hlm 45. 
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Hans Kelsen, selaku pakar hukum dalam teorinya terhadap 

Konsep tanggungjawab hukum (liability) memiliki kaitan 

dengan Konsep kewajiban hukum, dimana dijelaskan bahwa 

seseorang baru dapat dikatakan bertanggungjawab secara 

hukum ketika orang tersebut dikenakan suatu sanksi atas suatu 

perbuatan tertentu yang bersifat berlawanan dengan apa yang 

seharusnya.37 Umumnya, pertanggungjawaban dibagi 

menjadi 2 bentuk, yaitu: 

a. Pertanggungjawaban Pidana 

“Criminal Liability” atau “Responsibility”, kedua istilah 

tersebut berasal dari Bahasa Inggris akan 

pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban 

pidana tidak sebatas pada persoalan hukum saja namun 

juga lebih kompleks yaitu berkaitan dengan nilai moral 

yang ada serta kesusilaan umum yang telah ada dan dianut 

oleh individu ataupun kelompok Masyarakat, guna 

pemenuhan aspek keadilan dalam pertanggungjawaban 

pidana itu sendiri.38 

Pendapat Roeslan S mengartikan bahwa 

pertanggungjawaban pidana merupakan tahap lanjut atas 

 
37  Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 

Cetakan 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 

61. 
38 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, 

Cetakan 1, Jakarta:Rajawali Pers, hlm-16. 
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celaan yang bersifat objektif atas suatu tindakan pidana dan 

telah terpenuhinya syarat subjektif atas tindakan tersebut 

untuk dipidanakan.39  Pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) sebagai dasar utama dalam pengaturan di 

hukum pidana memberikan prinsip penting dalam 

pertanggungjawaban pidana yang berbunyi: 

“suatu perbuatan hanya merupakan tindak 

pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam 

suatu ketentuan perundang-undangan”  

b. Pertanggungjawaban Perdata 

Berbeda dengan pidana, pertanggungjawaban pidana lahir 

dari perjanjian/perikatan/kontrak yang didalamnya terjadi 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) atau 

“onrechtmatige daad” sebagai istilah lainnya dalam Bahasa 

Belanda. Maksud akan lahirnya pertanggungjawaban 

perdata akibat adanya hak menuntut bagi seseorang pada 

oranglain termasuk didalamnya kewajiban bagi oranglain 

itu mempertanggungjawabnya.40 

Lahirnya pertanggungjawaban perdata akibat wanprestasi 

ialah dimana penegakkannya baru dapat dilakukan setelah 

adanya perjanjian antar pihak yang menimbulkan hak dan 

kewajiban didalamnya. Para pihak yang terhubung akibat 

 
39 Ibid,. 21. 
40 Titik Triwulan, Shinta Febria, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta: 

Prestasi Pustaka, hlm 48. 
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perikatan, terikat suatu pembebanan kewajiban dan atas 

hal itu dapat dituntut dengan pertanggungjawaban perdata 

akibat wanprestasi jika ia tidak melaksanakannya atau 

melakukan sesuatu yang dilarang dalam perikatan tersebut 

dapat dinyatakan lalai. Terhadap kerugian yang didapat 

oleh seseorang akibat perbuatan orang lain tanpa adanya 

ikatan perjanjian yang kemudian menimbulkan suatu 

hubungan hukum diantara mereka,41 maka berlakulah 

Pasal 1365 KUHPerdata atas PMH yang berbunyi: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut”. 

Teori tanggungjawab digunakan dalam penelitian ini guna 

membantu memberikan penjelasan akan 

pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban 

perdata pada notaris akan penyetoran pajak titipan BPHTB dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

F. Kerangka Konseptual 

1. Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah ialah hak yang diterima suatu pihak 

terhadap bumi yang terbatas dan besarnya hanya sebagian 

 
41 AZ Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan 2, Jakarta: Diapit 

Media, hlm 77. 
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tertentu. Atas hal tersebut, Indonesia melandasinya dalam 

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merumuskan bahwa Negara 

menguasai bumi dan air serta segala kekayaan alam yang ada 

didalamnyaa dan terhadapnya sebesar-besarnya 

dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat. UUPA Pasal 2 jo Pasal 

4 ayat (1) menjelaskan lebih lanjut pemberian hak atas tanah 

pada orang baik sendiri atau bersama dan badan hukum. Hak 

atas tanah dibagi kembali menjadi beberapa macam, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA.42 

2. Pengalihan Hak 

Pengalihan hak diartikan sebagai terjadinya proses 

perpindahan hak milik yang semula milik seseorang 

berpindah kepada orang lain dan terhadap pengalihan 

tersebut dapat dilakukan dengan cara yang telah dihalalkan 

oleh hukum. Secara umumnya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) 

UUPA yang berbunyi : 

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian 

dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang. dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.” 

 
42 Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 45. 
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3. Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Pasal 1 angka (1) UUBPHTB mendefinisikan bahwa BPHTB 

merupakan pajak yang melekat pada tanah dan atau bangunan 

saat perolehan haknya terjadi. Pasal 1 angka (37) UUHPD 

menberikan rumusan akan pengertian dari BPHTB, bahwa 

merupakan pajak yang dikenakan atas adanya perolehan 

terhadap suatu hak atas tanah dan/atau bangunan. 

4. Penyetoran Pajak 

Penyetoran/Pembayaran/Pemungutan pajak adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh wajib pajak baik individu ataupun 

badan atas tanggungjawabnya untuk membayar utang pajak 

melalui penyetoran sesuai dengan jumlah pajak yang harus 

dibayarkan pada instansi pajak terkait dan atas penyetoran 

tersebut ketentuan serta batas waktunya telah ditetapkan oleh 

otoritas pajak yang berwenang sebagaimana didasarkan oleh 

ketetapan perundang-undangan yang berlaku saat ini.  

5. Penitipan 

Penitipan yang berasal dari kata titipan dalam Bahasa 

merupakan suatu tindakan memberikan sesuatu pada orang 

lain dengan harapan pihak tersebut dapat menjaganya. Makna 

titipan dalam KBBI dibagi menjadi tiga arti yaitu dititipkan 

dengan tujuan disimpan dan dijaga sebaik mungkin, dititipkan 
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dengan tujuan penyampaian pada pihak lain lagi, dititipkan 

dengan tujuan lain sesuai kesepakatan.43 

6. Pertanggungjawaban  

Kata pertanggungjawaban merupakan imbuhan dari kata 

“tanggungjawab”, secara mendasar tanggungjawab diartikan 

sebagai sikap siap memilih dan siap menghadapi apapun 

kosekuensi yang ada pada pilihan tersebut. Oleh sebab itu, 

tiap tiap tindakan yang dilakukan hendaknya sudah melewati 

tahapan pemikiran akan pertimbangan dan dilakukan dengan 

sebaik mungkin tanpa terburu buru.44 

Pertanggungjawaban didefinisikan oleh Sugeng Istanto 

pada buku terbitannya menjelaskan bahwa merupakan 

pemberian jawaban akan kewajiban yang dimiliki seseorang 

terhadap segala perhitungan atas hal yang terjadi dan 

kewajiban untuk memberikan sesuatu sebagai konsekuensi 

yang diakibatkan olehnya.45  

 
43 Gunawan, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, hlm. 

112. 
44 Fatchul Mu’in, 2014, Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik, 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm 219. 
45 Sugeng Istanto, 2014, Hukum International, Cetakan 2, Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 77. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Normatif digunakan oleh penulis sebagai jenis 

dari penelitian ini, sebagaimana pengertiannya ialah suatu 

penelitian hukum yang mengandalkan analisis data sekunder 

dari sumber-sumber Pustaka hukum.46 Joni Ibrahim dalam 

bukunya menjelaskan bahwa Penelitian Hukum Normatif 

adalah prosedur yang dilakukan peneliti dalam mencari 

kebenaran dengan dasar logika keilmuan hukum.47 Lingkup 

penelitian termasuk pula pada asas dan kaedah hukum, 

doktrin dari para ahli, serta perundang-undangan yang 

memiliki kaitan dengan pembahasan tesis ini. Penelitian ini 

juga didukung dengan hasil transkripsi wawancara . 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dapat diterapkan dalam melakukan 

Penelitian Hukum Normatif terdapat beberapa opsi, berikut 

pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini 

yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan 

Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-

 
46 Soerjono Soekanto, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14. 
47 Joni Ibrahim, 2010, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia, hlm 47. 
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undangan ialah cara meninjau peraturan perundang-undangan 

dan regulasi yang berlaku dengan menghubungkannnya pada 

isu atau permasalahan hukum yang sedang dibahas pada suatu 

penelitian.48  

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang 

digunakan dengan berlandaskan doktrin dan pandangan 

hukum yang ada kemudian dianalisis guna memperoleh 

pengertian, konsep serta asas hukum yang berkaitan dengan 

isu yang dibahas dalam penelitian.49 Sedangkan Pendekatan 

Kasus merupakan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian terhadap suatu masalah hukum pada putusan 

pengadilan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap 

(Inkracht van gewjisde).50 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan primer selaku bahan utama yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan jenis bahan baku yang digunakan 

dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yang sifatnya otoritas51 

sebagaimana terdiri dari sistem perundang-undangan, 

 
48 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Penada 

Media Group, hlm 95.   
49 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana, 

hlm 35.   
50 Op.Cit., Peter Mahmud Marzuki, 2005, hlm 24. 
51 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 47. 
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catatan resmi yang dikeluarkan pihak berwenang, hingga 

risalah pembuatan perundang-undangan.52 Berikut bahan-

bahan yang digunakan peneliti dalam penelitian tesis ini: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana 

telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan; 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

 
52 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitin Hukum, Cetakan 3, Depok : UI 

Press, hlm 54. 
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Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang; 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, sebagaimana telah diubah melalui Undang-

Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang 

Hak Pengelolaam, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, 

Dan Pendaftaran Tanah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 

Tentang Pembinaan dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional; 

13. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KPE-4.1/IV/2017 

Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. 27 April 2017; 

14. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

210/Pid.B/2022/PN.Sby; 

15. Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 39/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.Smr; dan 

16. Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 40/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.Smr. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Penggunaan bahan hukum sekunder guna sebagai 

pendukung dan penguat argumentasi pada bahan hukum 

primer berbentuk penguraian analisis agar terciptanya 

suatu pendalaman akan pemikiran dan pemahaman.53 

 
53 Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. 2003, Penelitian Hukum Normatif suatu 

tinjauan singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13. 
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Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah mengenai 

hukum, jurnal hukum, laporan-laporan hukum, serta media 

cetak hingga elektronik.54 Transkripsi wawancara sebagai 

bahan pendukung juga digunakan penulis dalam penelitian 

kepada seorang Notaris. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ditujukan untuk memperoleh manfaat 

guna menjadi pelengkap akan penjelasan yang ada pada 

bahan hukum sebelumnya, yaitu primer dan sekunder 

berupa tinjauan pada ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, artikel hingga media berbentuk koran ataupun 

majalah serta sumber dari internet dan hal lain yang yang 

isinya berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.55 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai peneliti ialah 

Pengumpulan Studi Kepustakaan/Studi Dokumen/Studi 

Pustaka/LIteratur merupakan susunan yang sistematis dari 

peraturan perundang-undangan, literatur, publikasi, buku, 

hasil penelitian hingga dokumen yang telah resmi 

berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas pada 

 
54 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra 

Aditya Bukti, hlm 82. 
55 Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm 166. 
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tesis.56 Guna membantu menjawab masalah di penelitian, 

dilakukan pula pengumpulan bahan-bahan hukum pada 

Notaris di Kota Palembang yang sifatnya secara langsung. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Teknik Pengolahan ini dipergunakan oleh penulis melalui 

cara-cara: 

a. Editing 

Teknik dengan melakukan peninjauan kembali pada bahan 

hukum yang diterapkan pada penelitian hingga bahan 

hukum kelengkapannya belum sempurna dapat dilengkapi 

serta mendeskripsikannya dalam Bahasa yang lebih 

sederhana. 

b. Sistematis 

Teknik dengan mengklasifikasi bahan hukum pada 

golongan-golongan tertentu dan menyusunnya secara 

sistematis dan logis terhadap keterkaitan bahan hukum 

satu sama lainnya. 

c. Deskripsi 

Teknik dengan mendeskripsikan hasil penelitian setelah 

melakukan analisis terhadapnya berdasarkan bahan 

hukum yang telah dipergunakan dalam penelitian ini.57 

 
56 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 107. 
57 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm 181. 
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik yang dipergunakan penulis ialah Teknik Analisis 

Kualitatif, dimana peneliti melakukan penguraian terhadap 

bahan-bahan hukum. Penguraian tersebut dilakukan dengan 

cara menganalisa secara sistematis melalui penafsiran hukum 

yang bersifat otentik atau resmi berasal dari perundang-

undangan dan norma lain yang pengaturannya berkaitan 

dengan satu sama lain.58 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penulis menggunakan Metode Penarikan Kesimpulan secara 

deduktif, artinya penulis menarik suatu kesimpulan dari suatu 

hal yang sifatnya umum menjadi sesuatu yang sifatnya 

khusus.59  

  

 
58 Usmawadi, 2007, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Palembang: Bagian 

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 73. 
59 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, hlm 10. 
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